
 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

NOMOR  5  TAHUN 2017 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG 

PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL  

DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 

Menimbang :  : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 dan Pasal 71 Ayat (7) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat guna 

meningkatkan kesejahteraan perlu menyertakan modal 
kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Padang Pariaman; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang  

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387);    

       

 

 4. Undang-Undang ... 



 

 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3898); 

 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Pariaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4107); 

 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3164); 

 14. Peraturan ... 



 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4490); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Tandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4575); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4609); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4855); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang  Perubahan    kedua  atas  Peraturan   Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2017; 

 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

 

 

     

 

 

Dengan ... 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
 

Dan 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 
4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PADANG 
PARIAMAN. 

 

 
Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan 
Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 

(1) Akumulasi penyertaan modal modal sampai dengan tahun 2012 pada PDAM 
sebesar Rp.12.237.451.187,43 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh 

juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah 
koma empat puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Penyertaan modal berbentuk uang sebesar sampai dengan Tahun 2006 
sebesar Rp.1.773.800.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga 
Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). 

b. Penyertaan modal berbentuk barang (aset) sampai dengan Tahun 2006 
sebesar Rp.10.463.651.187,43 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh 

Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh 
Tujuh Rupiah Koma Empat Puluh Tiga). 

(2) Pada tahun 2013 dianggarkan penambahan penyertaan modal sebesar 
Rp.1.812.459.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Empat 
Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). 

(3) Pada tahun 2014 dianggarkan penambahan penyertaan modal sebesar 
Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). 

(4) Pada tahun 2015 dianggarkan penambahan penyertaan modal sebesar 
Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). 

(5) Pada tahun 2016 dianggarkan penambahan penyertaan modal sebesar 
Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). 

(6) Pada tahun 2016 penyertaan modal sebesar Rp.52.254.085.000,00 (Lima 

Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima 
Ribu Rupiah),secara non kas  

(7) Pada tahun 2017 dianggarkan penambahan penyertaan modal sebesar 
Rp.10.800.000.000,00 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Juta rupiah ). 

 

 

 

(8) Pada ... 



(8) Pada tahun 2018 dianggarkan penambahkan penyertaan modal sebesar 
Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). 

(9) Pada tahun 2019 dianggarkan penambahkan penyertaan modal sebesar 
Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). 

(10)  Penanaman modal pada PDAM bersifat permanen. 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman. 
 
 

      Ditetapkan di Parit Malintang 
      pada tanggal  15 Maret  2017 
 

  

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 
 

dto 

A
ALI MUKHNI 

 
Diundangkan di   Parit Malintang 

pada tanggal  17 Maret 2017 
 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 
 

dto 

 
JONPRIADI 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN  2017 NOMOR 5 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 
PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/17/2017)   



 
PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

NOMOR  5  TAHUN 2017 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG 
PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL  

DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

 
 

1. UMUM 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan 
bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di 
segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan 

langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara mengggali sumber-
sumber pendpatan yang ada di daerah sehingga tercapai peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 

Guna mewujudkan peningkatan Asli Daerah dimaksud, maka perlu 

dilakukan usaha menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan 
daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air 
Minum Kabupaten Padang Pariaman. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman. 

 
2. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Cukup Jelas  

Pasal 2 

  Cukup Jelas 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2017 
NOMOR 5 

  


